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Abstract

The construction of a Solar Power Plant (PLTS) by PLN Indonesia Power in the forest area of Pejarakan
Village, Bali, has triggered a complex socio-ecological confiict. The local community opposes the project due
to concerns over environmental and social impacts that threaten their living space and community-based
forest governance. This report aims to examine the response of the Bali Provincial Forestry and
Environmental Service (DKLH) in addressing the conflict through a green business approach. The methods
used include field observations, informal interviews, and document studies. Findings indicate that weak
community participation, the absence of mediation mechanisms, and the lack of integration of ecological
Justice principles are the main sources of tension. This report emphasizes the importance of applying the
principles of Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), revisiting the Environmental Impact Assessment
(AMDAL), benefit-sharing, and multi-stakeholder governance to achieve equitable and sustainable renewable
energy development.

Keywords: Solar Power Plant; socio-ecological confiict; green business; ecological justice; community
participation,; Bali DKLH

Abstrak

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PLN Indonesia Power di kawasan hutan Desa
Pejarakan, Bali, memicu konflik sosial-ekologis yang kompleks. Masyarakat lokal menolak proyek tersebut
karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial yang mengancam ruang hidup dan tata kelola
hutan berbasis komunitas. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji respons Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup (DKLH) Provinsi Bali dalam menangani konflik tersebut melalui pendekatan green business. Metode
yang digunakan berupa observasi lapangan, wawancara informal, dan studi dokumen. Temuan menunjukkan
bahwa lemahnya partisipasi masyarakat, kurangnya mekanisme mediasi, serta belum terintegrasinya prinsip
keadilan ekologis menjadi sumber utama ketegangan. Laporan ini menegaskan pentingnya penerapan
prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), kajian ulang AMDAL, pembagian manfaat, serta tata kelola
multi-pihak untuk mencapai pembangunan energi terbarukan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: PLTS; konflik sosial-ekologis; green business; keadilan ekologis; partisipasi masyarakat; DKLH
Bali
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PENDAHULUAN

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PLN Indonesia Power di kawasan
hutan Desa Pejarakan, Kabupaten Buleleng, Bali, yang diresmikan pada tahun 2024 dengan
kapasitas terpasang sekitar 1,3 MWp, merupakan bagian dari agenda transisi energi bersih
nasional. Desa Pejarakan memiliki luas wilayah + 17,28 km2 dan jumlah penduduk £ 5.600 jiwa,
dengan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis
alam. Wilayah ini berada di dekat Taman Nasional Bali Barat dan didominasi oleh ekosistem hutan
kering yang menjadi sumber kayu bakar, pakan ternak, dan bahan baku kerajinan bagi warga.
Intensitas radiasi matahari yang tinggi, yakni sekitar 5,3 kWh/m2/hari, menjadikan desa ini
memiliki potensi besar untuk pengembangan energi surya.
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Meskipun direncanakan untuk mendukung bauran energi terbarukan dan mengurangi emisi
karbon, pelaksanaan proyek ini memunculkan resistensi dari sebagian masyarakat. Berdasarkan
observasi lapangan dan data Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali,
penolakan terjadi karena kekhawatiran akan hilangnya akses terhadap lahan produktif seluas + 5
hektare, potensi kerusakan ekosistem hutan, serta minimnya pelibatan warga dalam proses
perencanaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan pembangunan
berkelanjutan dengan perlindungan ekosistem dan pemenuhan hak-hak masyarakat lokal. Faktor
sosial-budaya turut mempengaruhi dinamika ini, mengingat masyarakat Pejarakan memiliki
struktur organisasi adat (desa pakraman) yang kuat sehingga pengambilan keputusan kolektif
menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Menurut Muhayatul & Umar (2025), keberhasilan transisi energi di tingkat lokal memerlukan
pendekatan partisipatif yang mengintegrasikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis. Dalam
konteks ini, konsep green business yang dikemukakan oleh Omowole et al. (2024) relevan sebagai
kerangka analisis, karena menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian
lingkungan, dan keadilan sosial. Penerapan konsep ini diharapkan dapat memastikan
pembangunan PLTS tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga adil secara sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diangkat dalam kegiatan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) ini adalah: Bagaimana solusi yang diberikan oleh Dinas Kehutanan dan
Lingkungan Hidup Provinsi Bali untuk menyelesaikan konflik sosial yang timbul akibat
pembangunan PLTS di Hutan Pejarakan, sehingga selaras dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan dan green business?

Adapun tujuan kegiatan PKL ini adalah untuk: (1) menganalisis langkah-langkah DKLH Bali dalam
menangani konflik sosial-lingkungan terkait pembangunan PLTS Pejarakan, (2) mengukur
kesesuaian respons kebijakan tersebut dengan prinsip green business, dan (3) melatih
keterampilan mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah, melakukan observasi lapangan,
menganalisis data, serta merumuskan solusi berbasis bukti (evidence-based policy). Kegiatan ini
diharapkan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun DKLH Bali. Bagi
mahasiswa, kegiatan ini menambah wawasan teoretis dan empiris terkait implementasi kebijakan
energi terbarukan dan meningkatkan kemampuan analisis kritis. Bagi perguruan tinggi, PKL
menjadi tolok ukur penerapan pengetahuan di lapangan. Sedangkan bagi DKLH Bali, kegiatan ini
menyediakan data empiris untuk evaluasi kebijakan dan mendorong sinergi antara instansi dan
akademisi.

Kajian literatur menunjukkan bahwa resistensi masyarakat terhadap proyek energi terbarukan
sering kali terjadi ketika perencanaan tidak melibatkan warga secara penuh dan mengabaikan
dampak sosial-ekologis (Muhayatul & Umar, 2025). Studi Omowole et al. (2024) menekankan
bahwa penerapan green business dalam proyek semacam ini dapat menjadi solusi strategis,
dengan cara mengintegrasikan manfaat ekonomi, perlindungan lingkungan, dan partisipasi sosial.
Pengalaman di berbagai daerah juga membuktikan bahwa keberhasilan pembangunan PLTS di
wilayah konservasi sangat bergantung pada komunikasi dua arah dan pemberdayaan masyarakat
lokal. Dengan demikian, studi kasus PLTS Pejarakan dapat menjadi bahan pembelajaran penting
dalam mengharmoniskan transisi energi dengan keberlanjutan sosial-lingkungan di Indonesia.

METODE

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
(DKLH) Provinsi Bali dengan lokasi pengamatan lapangan di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak,
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Kabupaten Buleleng, Bali. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode
studi kasus, memadukan observasi partisipatif, wawancara informal, dan studi dokumen untuk
menganalisis kebijakan serta langkah penanganan konflik sosial-lingkungan akibat pembangunan
PLTS Pejarakan.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung kondisi fisik proyek dan lingkungan
sekitar, wawancara semi-terstruktur kepada pejabat DKLH, tokoh adat, masyarakat terdampak,
dan pihak PLN Indonesia Power, serta telaah dokumen perencanaan dan regulasi. Diskusi informal
dengan warga juga dilakukan untuk menggali informasi tambahan yang tidak terekam dalam
wawancara resmi. Data yang terkumpul meliputi aspek sosial, ekonomi, dan ekologis yang relevan
dengan pelaksanaan proyek PLTS.

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian dalam
bentuk narasi dan tabel, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah.
Keabsahan data dijamin dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga temuan yang
dihasilkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas respons DKLH dalam
menyelesaikan konflik dan kesesuaiannya dengan prinsip green business.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan PKL ini dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan
berbagai pemangku kepentingan, serta penelaahan dokumen kebijakan dan laporan resmi terkait
pembangunan PLTS di Hutan Pejarakan. Seluruh kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan
utama, yaitu menganalisis dan merumuskan solusi penyelesaian konflik sosial-lingkungan yang
muncul akibat proyek ini, sekaligus mengukur kesesuaian langkah DKLH dengan prinsip green
business (Asmaraningtyas et al.,, 2024; Urkidi Azkarraga & Gurrutxaga, 2024). Proses ini
melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, aparat pemerintah daerah, dan pihak PLN
Indonesia Power, sehingga penulis dapat memahami perspektif yang berbeda terkait permasalahan
yang telah dilaporkan oleh Satria & Neviyarni (2024) dan Foster et al. (2024).

Indikator keberhasilan kegiatan ini ditentukan oleh beberapa aspek, antara lain: (1) tersusunnya
analisis komprehensif yang memuat pemetaan aktor, permasalahan, dan dampak proyek PLTS,
sesuai pendekatan social-ecological systems (Berkes et al., 2003 dalam De Vos et al., 2025), (2)
teridentifikasinya faktor-faktor penyebab resistensi masyarakat secara sosial-ekologis, dan (3)
dirumuskannya rekomendasi solusi yang realistis dan dapat diimplementasikan melalui mekanisme
Free, Prior, and Informed Consent (Wilson, 2019). Tolak ukur keberhasilan lain adalah tingkat
keterbukaan informasi dari narasumber serta kesediaan masyarakat dan instansi terkait untuk
terlibat dalam diskusi selama proses pengumpulan data, sebagaimana dianjurkan oleh Indriani et
al. (2021) dalam konsep partisipasi pembangunan.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan, diperoleh gambaran bahwa pembangunan PLTS Pejarakan
menghadapi tantangan serius dalam hal penerimaan masyarakat. Keunggulan dari luaran kegiatan
ini adalah tersedianya analisis berbasis data lapangan yang memadukan perspektif ekologis, sosial,
dan ekonomi (Foster et al., 2024), sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan
DKLH untuk memperbaiki mekanisme perencanaan proyek energi terbarukan. Luaran ini juga
menyoroti pentingnya mekanisme partisipatif (Indriani et al., 2021) yang dapat memperkecil risiko
konflik di masa depan.

Namun, kelemahan yang teridentifikasi adalah bahwa rekomendasi yang dihasilkan masih
memerlukan validasi teknis dan uji kelayakan secara lebih mendalam. Sebagai contoh, usulan
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relokasi proyek ke lahan yang lebih sesuai membutuhkan kajian AMDAL ulang dan persetujuan
lintas sektor (Lyons-White et al., 2020). Selain itu, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap
pihak pengembang cukup tinggi, sebagaimana dicatat oleh Urkidi Azkarraga & Gurrutxaga (2024)
dalam studi keadilan lingkungan, sehingga implementasi solusi membutuhkan waktu dan strategi
komunikasi yang tepat.

Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan terletak pada keterbatasan akses informasi resmi terkait
dokumen perencanaan proyek dan AMDAL. Beberapa data hanya dapat diperoleh melalui jalur
informal, yang memerlukan upaya membangun hubungan baik dengan narasumber. Faktor lain
yang menyulitkan adalah adanya polarisasi sikap di masyarakat sebagian menolak keras, sebagian
menerima dengan syarat tertentu sehingga proses pengumpulan data harus dilakukan dengan
hati-hati untuk menjaga netralitas (Sarie et al., 2023).

Meski demikian, terdapat peluang besar untuk pengembangan solusi di masa depan. Proyek PLTS
dapat diarahkan untuk menjadi model transisi energi berbasis partisipasi lokal, dengan
menerapkan prinsip FPIC (Wilson, 2019) serta skema benefit sharing yang diusulkan Omowole et
al. (2024). Melalui forum kolaborasi multi-pihak, pemerintah daerah, PLN Indonesia Power,
lembaga adat, LSM, dan masyarakat dapat bersama-sama mengawasi implementasi proyek agar
selaras dengan prinsip keberlanjutan (Sumiyanti et al., 2021). Adapun solusi dari permasalahan
dari konflik antara PLN Indonesia Power dengan masyarakat desa Pejarakan sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan yang dialami dan solusi yang disarankan

Permasalahan

Solusi yang disarankan

Penolakan = masyarakat lokal terhadap
pembangunan PLTS karena merasa tidak
dilibatkan dalam perencanaan serta

kekhawatiran terhadap dampak ekologis dan
sosial.

Dampak ekologis: alih fungsi hutan konservasi
dan perhutanan social, ancaman pada
keanekaragaman hayati, ekosistem, serta
hilangnya fungsi lingkungan dan ekowisata
lokal.

Ketidakadilan sosial & prosedural: masyarakat
tidak diberi ruang aspirasi, kearifan lokal tidak
diakui, serta lahan kelola perhutanan sosial
terancam.

Risiko greenwashing: proyek berlabel energi

hijau tapi berpotensi menjadi instrumen
kapitalisasi dan merusak keadilan sosial-
ekologis.

Lemahnya peran institusi daerah (DKLH)
dalam mediasi konflik dan perlindungan hak-
hak ekologis masyarakat.

Implementasi Free, Prior, and Informed
Consent (FPIC): memastikan masyarakat
memperoleh informasi lengkap dan memiliki
hak menyetujui/menolak proyek sejak awal
(Wilson, 2019).

Kajian ulang AMDAL dan studi kelayakan
dengan melibatkan pakar dan masyarakat. Jika
berdampak serius, pemindahan lokasi proyek
ke lahan yang lebih sesuai ekologis & sosial
(Lyons-White et al., 2020).

Dialog transparan & partisipatif: melibatkan
tokoh adat, kelompok tani hutan, LSM, dan
warga terdampak dalam proses pengambilan
keputusan.

Transformasi model green business: proyek
harus menerapkan benefit sharing berupa
kompensasi, lapangan kerja lokal, dan
pemberdayaan ekonomi warga.

Penguatan tata kelola multi-pihak (multi-
stakeholder governance): membentuk forum
dialog & mediasi melibatkan pemerintah
daerah, DKLH, lembaga adat, akademisi, LSM,
dan masyarakat (Sumiyanti et al., 2021).

Jika rekomendasi ini dijalankan, keberhasilan dapat diukur melalui beberapa indikator tambahan,
seperti meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam rapat perencanaan, adanya perbaikan
pada dokumen AMDAL yang mempertimbangkan masukan wardga, serta berkurangnya potensi
konflik di lapangan. Dalam jangka panjang, keberhasilan juga dapat dilihat dari terjaganya
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ekosistem hutan Pejarakan sekaligus tersedianya energi bersih yang bermanfaat bagi warga sekitar
(Sukadana & Cahyani, 2023).

Kegiatan ini memiliki potensi untuk direplikasi di wilayah lain dengan kondisi sosial-ekologis serupa,
terutama pada daerah yang sedang mengembangkan energi terbarukan di kawasan konservasi
(Asmaraningtyas et al.,, 2024). Dokumentasi kegiatan yang dihasilkan berupa foto proses
wawancara, observasi lapangan, peta wilayah (Foster et al., 2024), dan grafik potensi energi surya
di Pejarakan dapat menjadi bahan referensi visual untuk mendukung penyusunan kebijakan dan
program lanjutan.

Dengan demikian, hasil PKL ini tidak hanya memberikan analisis dan rekomendasi bagi
penyelesaian konflik PLTS Pejarakan, tetapi juga menawarkan model pendekatan yang lebih
inklusif dan adil untuk pembangunan energi terbarukan di tingkat lokal. Luaran ini diharapkan
mampu menjembatani kepentingan pembangunan energi bersih dengan perlindungan lingkungan
dan kesejahteraan masyarakat, sesuai prinsip keadilan ekologis (Sarie et al., 2023) dan partisipasi
bermakna (Indriani et al., 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, analisis, dan studi literatur yang dilakukan selama pelaksanaan
Praktek Kerja Lapangan di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali, dapat
disimpulkan bahwa konflik yang terjadi dalam pembangunan PLTS Pejarakan mencerminkan
dilema antara kebutuhan transisi energi dan perlindungan hak-hak ekologis masyarakat lokal.
Proyek PLTS memang membawa semangat pengembangan energi terbarukan dan green business,
namun dalam praktiknya justru menimbulkan resistensi sosial akibat kurangnya partisipasi
masyarakat serta potensi kerusakan ekosistem hutan yang menopang kehidupan masyarakat
Pejarakan.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kelebihan dari proses PKL ini adalah tersusunnya analisis
komprehensif berbasis data lapangan yang memadukan perspektif ekologis, sosial, dan ekonomi.
Analisis tersebut telah mengidentifikasi aktor-aktor kunci, pemetaan masalah, dan peluang
penyelesaian melalui pendekatan Free, Prior, and Informed Consent serta benefit sharing. Namun,
kelemahannya terletak pada keterbatasan akses terhadap dokumen resmi seperti AMDAL dan
rencana teknis proyek, yang membuat rekomendasi solusi masih memerlukan validasi teknis lebih
lanjut. Selain itu, tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak pengembang cukup tinggi,
sehingga penerapan solusi memerlukan strategi komunikasi yang adaptif.

Pengembangan selanjutnya dapat diarahkan pada pembentukan forum kolaborasi multi-pihak yang
melibatkan pemerintah daerah, PLN Indonesia Power, lembaga adat, LSM, dan masyarakat,
dengan fokus pada tata kelola partisipatif dan perlindungan ekosistem. Model ini berpotensi
menjadi contoh penerapan transisi energi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan di wilayah lain
dengan kondisi sosial-ekologis serupa. Indikator keberhasilan di masa depan dapat diukur dari
peningkatan partisipasi warga dalam proses perencanaan, perbaikan dokumen AMDAL yang
mempertimbangkan masukan masyarakat, serta terjaganya kelestarian hutan Pejarakan sebagai
penyedia jasa ekosistem dan energi bersih.
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